PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KULON PROGO,

a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran

1.

pelaksanaan wurusan pemerintahan, percepatan
pelaksanaan pembangunan, peningkatan
pelayanan masyarakat, optimalisasi pelaksanaan
fungsi pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat di kelurahan, perlu membentuk
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan pada Pasal 22 ayat (1) dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada
Pasal 2 ayat (4), perlu menetapkan Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia
untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten
Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan
Daerah  Istimewa Jogjakarta menjadi satu
Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 101);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah/Barat dan  Daerah  Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga

Kemasyarakatan,;



Menetapkan

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
15 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor
8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun
2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 3
Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.



Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai

Perangkat Daerah.

Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur
Perangkat Daerah.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai
Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di
Daerah.

Lurah adalah pimpinan Kelurahan sebagai unsur

Perangkat Daerah.

8. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.

9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang

10.

11.

12.

13.

selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan
masyarakat.

Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah
musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-
wakil : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Tokoh
Masyarakat.

Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan
masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan
pembangunan.

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah
bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun
Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh
Lurah.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
masyarakat setempat dalam rangka pelayanan
pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan

oleh Lurah.



14.

15.

16.

17.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang
selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau
wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat
sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan
mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di
bidang pembangunan.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut TP PKK
Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai
mitra Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai
fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan
penggerak untuk terlaksananya program PKK.

Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang
merupakan wadah pengembangan generasi muda
yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran
dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk
masyarakat terutama generasi muda di wilayah
kelurahan atau komunitas adat sederajat dan
terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan
sosial.

Perlindungan masyarakat adalah lembaga
kemasyarakatan sebagai mitra kerja lurah dalam
bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
seperti Forum Kemitraan Polisi Masyarakat atau

satuan pengamanan lainnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah

sebagai pedoman dalam pembentukan LKK.

(2) Tyjuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui :

a. peningkatan pelayanan masyarakat;



